
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG
PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK

DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa untuk meningkatkan daya saing nasional dan

memfasilitasi perdagangan dalam rangka menghadapi persaingan
global, diperlukan upaya untuk mendorong kelancaran dan
kecepatan arus barang ekspor dan/atau impor serta mengurangi
biaya transaksi melalui peningkatan efisiensi waktu dan biaya
dalam proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran
barang (customs release and clearance of cargoes);

b. bahwa untuk melaksanakan komitmen Indonesia dalam Agreement
to Establish and Implement the ASEAN Single Window, perlu
dibangun sistem National Single Window yang efektif, efisien,
dan berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden
tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia
National Single Window;

Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
2. Bedrifsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun

1938 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992

tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994
tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi perdagangan
Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996
tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3656);

7. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM
KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :
1. Sistem elektronik adalah sistem untuk mengumpulkan,

mempersiapkan, menyimpan, memproses, menganalisis, dan
menyebarkan informasi elektronik;

2. Indonesia National Single Window yang selanjutnya disebut
dengan INSW adalah sistem nasional Indonesia yang
memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan
informasi secara tunggal (single submission of data and
information), pemrosesan data dan informasi secara tunggal
dan  sinkron (single and synchronous processing of data and
information), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk
pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (single
decision-making for custom release and Clearance of cargoes);

3. Portal INSW adalah sistem yang akan melakukan integrasi
informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen
kepabeanan dan pengeluaran barang, yang menjamin keamanan
data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi
antar sistem internal secara otomatis, yang meliputi sistem
kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan
sistem lain yang terkait dengan proses penanganan dokumen
kepabeanan dan pengeluaran barang;

4. Nama Domain adalah alamat internet dari seseorang,
perkumpulan, organisasi, badan usaha, atau instansi
pemerintah yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui
internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat
unik menunjukkan lokasi tertentu dalam internet;

5. Sistem keamanan adalah sistem yang digunakan dalam pengamanan
terhadap data dan informasi, koneksi jaringan, dan
infrastruktur pendukung, yang dilakukan baik secara fisik
maupun menggunakan perangkat lunak;

6. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem
elektronik yang berdiri sendiri atau dengan jaringan;

7. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang
dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam
bentuk analog, digital, elektro-magnetik, optikal atau
sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar
melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi
tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta,
rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode
akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti



atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
8. Pertukaran data elektronik adalah perbuatan hukum yang

dilakukan dengan melalui sistem elektronik antara para pihak
yang melakukan pertukaran data;

9. Jejak audit yang selanjutnya disebut dengan audit trail
adalah hasil dari sistem pengamanan proses elektronik yang
digunakan untuk menjamin dilakukannya penelusuran jejak
pelaksanaan INSW;

10. Pengguna portal INSW adalah para pihak yang melakukan akses
dengan Portal INSW yang meliputi antara lain instansi
penerbit perizinan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
eksportir, importir, agen pelayaran, dan pengusaha Pengurusan
Jasa Kepabeanan;

11. Penerima akses adalah pengguna portal INSW yang diberi hak
mengakses Portal INSW sesuai dengan tingkat kewenangan akses
yang diberikan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Presiden ini dimaksudkan untuk mengatur penggunaan
sistem elektronik dalam penanganan dokumen kepabeanan dan
perizinan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau
impor dalam kerangka INSW.

(2) Tujuan pengaturan :
a. Memberikan kepastian hukum dalam rangka penanganan

dokumen kepabeanan dan perizinan yang dilaksanakan
melalui sistem elektronik berkaitan dengan kegiatan
ekspor dan/atau impor.

b. Melindungi penanganan dokumen kepabeanan dan perizinan
yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor
dari penyalahgunaan sistem.

c. Memberikan pedoman bagi pembangunan dan penerapan
sistem INSW.

BAB III
INSW

Pasal 3

(1) Penanganan dokumen kepabeanan dan pelayanan perijinan yang
berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor dilakukan
melalui INSW.

(2) Pembangunan dan penerapan INSW sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.


